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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 421 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI 
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL 

DHARMA WANITA PERSATUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 
KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang :   a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan 

Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan 
Surat Keputusan Pengganti; 

b. bahwa berdasarkan Surat permohonan dari Yayasan 
Dharma Wanita Persatuan Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga Yogyakarta Nomor: 03/DIK/DWP-UIN/III/2022, 
tanggal 09 Maret 2022 tentang Permohonan  Penerbitan 
Surat Keputusan Pengganti Ijin Pendirian Operasional 
Madrasah Karena Hilang; 

c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan 
Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat 
Keputusan Pengganti Izin Pendirian/ Operasional Raudhatul 
Athfal Dharma Wanita Persatuan Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga Kota Yogyakarta; 

Mengingat  :       1.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor   20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 
2008 Pendanaan Pendidikan; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 66 Tahun 2010; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 
2021 tentang Standar Nasional Pendidikan  sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 
2022; 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan 
Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, 
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan 
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; 
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6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 23 Tahun 2013; 

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 
Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama 
Nomor 60 Tahun 2015; 

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin 
Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti 
Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang,  dan  Penerbitan 
Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian 
Madrasah; 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT 
KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL 
RAUDHATUL ATHFAL DHARMA WANITA PERSATUAN 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. 

KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/ 
Operasional Madrasah kepada: 
Nama Madrasah : Raudhatul Athfal Dharma Wanita 

Persatuan Universitas Islam Negeri     
Sunan Kalijaga 

Nomor Statistik Madrasah : 101234040006 
Alamat Madrasah : Komplek Kampus UIN Sunan Kalijaga, 
    Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta. 

KEDUA : Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional ini 
diterbitkan sebagai pengganti Surat Keputusan tentang Pendirian 
Raudhatul Athfal dimaksud. 

KETIGA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan 
melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

KEEMPAT      : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
Ditetapkan di Yogyakarta 
pada tanggal 12 Juli 2022 

 
a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

KEPALA KANTOR WILAYAH 
KEMENTERIAN AGAMA 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

MASMIN AFIF 

^ 


